
 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di lapangan 

mengenai peran Wali Nagari dalam pengelolaan Pasar Nagari Sungai Batang 

dalam peningkatan ekonomi masyarakat ditinjau dari perspektif Siyasah 

Idāriyah, sebagaimana telah penulis uraikan dalam pembahasan pada bab-

bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran Wali Nagari Sungai Batang dalam pengelolaan Pasar Nagari telah 

dilaksanakan melalui fungsi manajerial, kebijakan, fasilitasi, dan 

koordinasi.Wali Nagari berperan sebagai aktor utama dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Pasar Nagari 

Sungai Batang. Kebijakan pengelolaan pasar disusun berdasarkan 

dokumen perencanaan nagari, yaitu Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari, 

serta didukung oleh landasan yuridis melalui Peraturan Nagari Nomor 03 

Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Nagari Sungai Batang. Hal 

ini menunjukkan bahwa pengelolaan pasar nagari tidak bersifat 

insidental, melainkan merupakan bagian dari strategi pembangunan 

ekonomi nagari yang terencana. 

2. Keberadaan Pasar Nagari Sungai Batang memberikan dampak positif 

terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.Dampak tersebut antara lain 

berupa penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan akses pemasaran 

produk pertanian, perikanan, dan UMKM masyarakat nagari, serta 

peningkatan pendapatan masyarakat. Pasar nagari berfungsi sebagai 

pusat distribusi produk lokal yang mampu memperpendek rantai 

distribusi, meningkatkan nilai jual hasil produksi masyarakat, serta 

membuka peluang mata pencaharian baru. Dampak ini menunjukkan 
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bahwa pasar nagari berkontribusi nyata dalam meningkatkan 

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Sungai Batang. 

 

3. Ditinjau dari perspektif Fikih Siyasah Idāriyah, peran Wali Nagari Sungai 

Batang secara normatif telah sesuai dengan prinsip amanah, keadilan, dan 

kemaslahatan.Kebijakan pembangunan dan pengelolaan Pasar Nagari 

merupakan wujud pelaksanaan fungsi idāriyah pemerintah nagari 

sebagai pemegang amanah kekuasaan (ulil amri) dalam skala lokal. 

Kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya 

dalam perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Namun demikian, dalam tataran implementasi masih 

ditemukan dinamika sosial berupa perbedaan pandangan di tengah 

masyarakat, keterbatasan profesionalitas pengelolaan pasar, serta belum 

optimalnya partisipasi sebagian masyarakat, sehingga diperlukan 

penguatan prinsip musyawarah, profesionalitas, dan kepekaan sosial agar 

tujuan kemaslahatan dapat tercapai secara menyeluruh. 

 

5.2   Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai peran Wali Nagari 

dalam pengelolaan Pasar Nagari Sungai Batang dalam peningkatan ekonomi 

masyarakat ditinjau dari perspektif Siyasah Idāriyah, maka penulis 

memberikan saran atau masukan sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Nagari Sungai Batang, disarankan untuk terus 

meningkatkan kualitas pengelolaan Pasar Nagari dengan memperkuat 

prinsip musyawarah dan partisipasi masyarakat, terutama dalam 

penataan pasar, penentuan kebijakan teknis berdagang, serta 

pengembangan fasilitas pendukung pasar. Pemerintah nagari juga 

diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas pengelola pasar melalui 

pelatihan manajemen usaha, tata kelola pasar, dan pelayanan publik agar 
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pengelolaan pasar nagari dapat berjalan secara efektif, tertib, dan 

berkelanjutan sesuai dengan prinsip kemaslahatan. 

2. Bagi aparatur nagari dan pengelola Pasar Nagari,diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja dan kapasitas sumber daya manusia dalam 

pengelolaan administrasi dan pelayanan pasar. Peningkatan kompetensi 

ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkaitan 

dengan manajemen pemerintahan, ekonomi kerakyatan, serta 

pengelolaan keuangan dan aset publik. Selain itu, diperlukan peningkatan 

komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat agar kebijakan yang 

ditetapkan dapat diterima dan dilaksanakan secara optimal. 

 

3. Bagi masyarakat dan pedagang Pasar Nagari Sungai Batang, diharapkan 

dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban, kebersihan, dan 

keberlanjutan pasar nagari. Masyarakat juga diharapkan dapat mengawal 

pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan pasar melalui mekanisme 

musyawarah dan pengawasan sosial, sehingga Pasar Nagari benar-benar 

berfungsi sebagai sarana peningkatan ekonomi bersama dan memberikan 

manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. 
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